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ABSTRAK

Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ini tidak boleh diserahkan 
semata-mata kepada rasa keleluhuran (etika) dari pengusaha saja, tetapi harus 
dijamin oleh pengusaha supaya dilaksanakan oleh pengusaha sebagai suatu 
kewajiban sosial. Tidak boleh dilupakan bahwa di bidang pengupahan ini tenaga 
kerja ini juga mempunyai kewajiban sosial. Menyadari akan pentingnya pekerja, 
maka perlu dilakukan pemikiran untuk menjaga keselamatan dan perlindungan 
pada pekerja tersebut dalam menjalankan pekerjaannya. Sehingga produktivitas 
pekerja pun dapat terjamin dan tidak terganggu. Oleh sebab itu, Undang Undang 
No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menjamin perlindungan terhadap 
tenaga kerja menjadi suatu prioritas yang harus diwujudkan oleh kebijakan 
pemerintah. Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk 
menghormati, melindungi, dan mamajukan hak asasi manusia, dalam hal ini 
adalah hak-hak para pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja dan 
menjamin untuk mendapatkan pekerjaan kembali setelah mengalami kecekaan 
kerja. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode empiris dengan di 
dukung data data kepustakaan, serta data primer Undang Undang No. 13 Tahun 
2003, Undang Undang No. 3 Tahun 1992 serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
Republik Indonesia No 4 Tahun 1993. Pekerja yang dipekerjakan kembali dan 
menduduki bidang pekerjaan yang berbeda berhak mendapatkan upah pokok atas 
pendapatan di bidang pekerjaan semula. Dalam hal ini penyelenggaraan 
keselamatan dan kesehatan kerja, setiap perusahaan wajib mengikutsertakan 
pekerjanya dalam program Jamsostek. Sehingga dapat menjamin hak-hak pekerja 
serta dapat meninggkatkan efesiensi dan produtivitas kerja.

Kata Kunci: Perlindungan Upah, Jamsostek, Dipekerjakan Kembali.

xi



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang besar, dapat 

mencerminkan dua hal yaitu mencerminkan potensi yang dapat dikerahkan untuk 

mengelola sumber-sumber alam yang tersedia menghasilkan sesuatu 

memberikan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memerlukan 

kebutuhan masyarakat yang besar seperti kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan 

kesempatan kerja.

atau :
=

Landasan konstitusional yang mengatur tentang ketenagakerjaan diatur pada

pembukaan batang tubuh Undang-Undang 1945. Pada alinea keempat pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia melindungi

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejateraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila, kemudian 

pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara 

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini bearti 

tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi 

warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak.

1
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Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ini tidak boleh diserahkan semata- 

mata kepada rasa keluhuran (etika) dari pengusaha saja, tetapi harus di jamin oleh 

pengusaha supaya dilaksanakan oleh pengusaha sebagai suatu kewajiban sosial. 

Dalam pada itu tidak boleh dilupakan bahwa dibidang pengupahan ini tenaga kerja 

juga mempunyai kewajiban sosial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur 

perlindungan terhadap hak-hak pekerjaan, antara lain perlindungan PHK, Jamsostek, 

Upah yang layak dan tabungan pensiun.

Upah memegang peranan yang penting dan merupakan ciri khas suatu

hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seseorang

pekeija melakukan pekeijaan pada orang atau badan hukum lain.

Tujuan seorang pekerja dalam melakukan pekerjaan adalah mendapat 

penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupannya bersama dengan 

keluarganya yaitu penghitungan yang layak bagi kemanusiaan. Selama ia melakukan 

pekerjaan, memang ia berhak atas pengupahan yang menjamin kehidupan bersama 

dengan keluarganya. Selama ia melakukan pekerjaan, majikan memang wajib 

membayar upah tersebut2

Lalu Husni, Pengantar Hukum ketenagakerjaan Indonesia, PT. Raiaurafindo Persada 
Jakarta, 2003, hlm. 148.

knanSoepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta, 1999, hlm. 178.
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Pengupahan merupakan masalah yang sangat krusial dalam bidang 

ketenagakerjaan bahkan apabila tidak profesional dalam menangani pengupahan tidak 

jarang menjadi potensi perselisihan serta mendorong timbulnya mogok kerja dan 

unjuk rasa. Penaganan pengupahan ini tidak hanya menyangkut aspek teknis dan 

aspek ekonomis saja, tetapi juga menyangkut aspek hukum yang mendasari hal-hal 

berkaitan dengan pengupahan itu dilaksanakan dengan aman dan benar 

berdasarkan perundang-undangan yang berlaku oleh sebab itu, untuk menangani 

pengupahan secara profesional mutlak memerlukan pemahaman ketiga aspek tersebut 

secara komprehensif.3

atau

yang

Apabila pekerja tidak melakukan sebuah pekeijaan, pada dasarnya ia juga

tidak mendapat penghasilan atau upah/pendapatan. Karena itulah pemerintah turut

serta dalam menangani masalah pengupahan ini melalui berbagai kebijakan yang

dituangkan dalam peraturan perundang-undang.

Pasal 88 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

menentukan Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk maksud tersebut, pemerintah 

menetapkan kebijakan pengupahan untuk melindungi pekerja.

Upah dibayarkan berdasarkan kesepakatan para pihak, namun untuk menjaga 

agar jangan sampai upah yang diterima terlampau rendah, maka pemerintah turut

Abdul Khakim, Aspek Hukum Pengupahan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 
2003, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 1.
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menetapkan standar upah terendah melalui peraturan perundang-undangan. 

Inilah yang lazimnya disebut Upah Minimum atau dalam era otonomi daerah seperti 

sekarang ini disebut dengan istilah Upah Minimum Provinsi (UMP).

serta

Upah diberikan kepada buruh apabila ia melakukan atau dianggap melakukan 

pekerjaan. Memperoleh upah merupakan hal yang amat penting dan sering 

merupakan tujuan utama bagi buruh. Oleh karena itu, kesinambungan penerimaan 

upah bagi buruh harus mendapat perhatian. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa 

ada kemungkinan suatu ketika buruh tidak dapat melakukan pekerjaan, misalnya 

sakit, cacat, dan tua. Kenyataan ini menumbuhkan gagasan untuk melahirkan hukum 

yang menjamin buruh tetap memperoleh upah atau sejumlah pembayaran, meskipun 

ia tidak (atau tidak lagi) melakukan pekerjaan. 4

Menyadari akan pentingnya pekerja, maka perlu dilakukan pemikiran untuk 

menjaga keselamatan dan perlindungan terhadap pekerja tersebut dalam menjalankan 

pekerjaannya. Sehingga produktivitas pekerja pun dapat teijamin dan tidak 

terganggu.5 Oleh sebab itu, perlindungan terhadap tenaga kerja menjadi suatu 

prioritas yang harus diwujudkan oleh kebijakan pemerintah. Adanya perlindungan 

terhadap tenaga keija dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekeija dan 

menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi dalam berbagai

4 Abdul Rachmad Budiono, Hukum Perburuhan, PT. Indeks, Jakarta, 2011, hlm. 15.
Zaeni Asyahadie, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta,

2008, hlm. 95.
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bentuk, untuk mewujudkan kesejahteraan pekeija dan keluarganya dengan tetap 

memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.6

Dapat saja terjadi hal-hal yang tidak terduga atau diluar kemampuan 

pada pekeijaan pada saat pekerja tersebut menjalankan pekerjaannya, contoh . 

kecelakaan keija yang mengakibatkan kecacatan pada organ tubuh pekerja tersebut 

yang menyebabkan kurang atau tidak berfungsinya organ tubuh pekerja tersebut 

(sebagian ataupun keseluruhan), maka di Amandemenkan dalam Undang-undang 

Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2). Melalui dasar konstitusional inilah, pemerintah 

mengambil langkah dan tindakan yang tepat untuk menjamin kesejahteraan dan 

perlindungan terhadap para pekerja. Hal ini dikarenakan pemerintah mempunyai 

kewajiban untuk mensej ah terakan rakyatnya (pekerja) itu sendiri.

manusia

Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.3 tahun 1992

tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang mengatur dalam kepesertaan dan

mekanisme pemberian jaminan yang memberikan perlindungan sehingga tercipta rasa 

aman dan nyaman bagi tenaga keija dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012

Tentang perubahan kedelapan atas peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 

Tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga keija.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai peran penting bagi pekerja itu 

sendiri yaitu memberikan perlindungan, kenyamanan dan keamanan bagi para

6 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Sabana, Penerbit: Sinar Grafika, 2009, Hlm. 282.
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6 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Jakarta, Penerbit: Sinar Grafika, 2009, Hlm. 282.
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anggotanya. Selain itu, adapun salah satu program yang diberikan oleh Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) ini adalah : memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja, 

diatur dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor 04 Tahun 1993 

Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja, jaminan ini bertujuan untuk melindungi para 

pekerja yang mengalami kecelakaan pada saat sedang menjalankan tugas dan juga 

jaminan dalam hal pekerja yang di pekerjakan kembali setelah mengalami kecelakaan 

kerja. Kecelakaan tersebut dapat menyebabkan suatu keadaan yang merugikan bagi si 

pekerja itu sendiri, contoh : kecelakaan tersebut membuat cacat si pekerja sehingga 

secara tidak langsung segala aktifitas yang ingin dilakukan oleh pekerja tersebut akan 

terganggu. Keadaan ini tentu saja dapat merugikan pekeija itu sendiri, dalam hal ini 

untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya yang akan diberikan oleh 

perusahaan tempat si pekerja tersebut bekerja, dengan tetap memperhatikan 

perkembangan kemajuan dunia usaha.

yang

Jaminan Sosial Tenaga Keija (Jamsostek) mempunyai peran mengatasi 

masalah-masalah yang dihadapi oleh para pekerja ini, karena setiap perusahaan yang 

mempunyai pekerja minimal 10 orang harus mendaftarkan pekerjanya menjadi 

anggota PT. Jaminan Sosial Tenaga Keija sebagai bentuk dari hak-hak yang harus 

diperoleh pekerja dari perusahaan tempat pekerja tersebut bekerja, salah satu contoh 

hak yaitu hak untuk tetap dipekerjakan setelah mengalami kecelakaan kerja, oleh 

karena bukan hal yang tidak mungkin, pekerjaan tersebut mengandung resiko-resiko
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besar dan mungkin saja resiko itu pekerja dapat kehilangan pekerjaan danyang

keselamatan jiwa si pekerja tersebut.

Atas dasar inilah penulis akan meneliti rumusan pengertian dan kebijakan 

tentang perlindungan pekerja serta bagaimana pelaksanaannya. Melalui uraian di atas 

peneliti tertarik untuk mengkaji Pembayaran Upah dan hak Jamsostek yang 

dituangkan dalam penulisan skripsi dengan judul “PEMBAYARAN UPAH DAN

HAK JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) BAGI PEKERJA

YANG DIPEKERJAKAN KEMBALI SETELAH MENGALAMI

KECELAKAAN KERJA”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang tersebut, permasalahan-

permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah sistem pembayaran upah bila pekeija tersebut di mutasi ke 

pekerjaan yang lebih ringan, apakah pekerja tersebut mempunyai hak atas 

pendapatan pada pekeijaan semula?

2. Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan untuk membayar selisih 

biaya pengobatan dan perawatan terhadap pekerja yang mengalami 

kecelakaan kerja?
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C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan tersebut, maka tujuan 

penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem pemberian upah pekerja yang dimutasi 

kepekerjaan lebih ringan serta menjamin hak-hak pekerja yang mengalami 

kecelakaan kerja.

2. Untuk memberikan rasa perlindungan, kenyamanan dan keamanan bagi 

para pekeija sebagai bentuk kewajiban perusahaan terhadap para 

pekerjanya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, di harapkan penelitian ini bisa memberikan sumbangan 

pemikiran mengenai hak dan kewajiban pekerja yang dipekeijakan 

kembali setelah mengalami kecelakaan kerja.

2. Secara praktis, penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi mereka yang 

terlibat langsung di dalam hubungan industrial, yakni : pertama, pekerja 

atau buruh yang mempunyai maksud agar mereka tau apa saja hak-hak 

yang dimiliki oleh mereka. Kedua, pengusaha yang maksudnya agar 

pengusaha paham akan kewajiban yang harus mereka penuhi terhadap 

para pekerja atau buruh. Ketiga, pemerintah di harapkan dapat membuat
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suatu peraturan yang mana peraturan tersebut haruslah berlandaskan atas 

kepentingan ke dua belah pihak, di samping itu tulisan ini juga bermanfaat 

bagi kalangan mahasiswa dan penulis sendiri untuk mengetahui secara 

jelas hak-hak pekerja sehingga dapat menerapkannya secara langsung 

dalam dunia nyata di kemudian hari.

E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, maka pembahasan

dalam skripsi ini hanya terhadap pembayaran upah dan hak jamsostek bagi pekerja

yang dipekeijakan kembali setelah mengalami kecelakaan keija, agar mendapatkan 

keterangan yang lebih jelas dan menyeluruh serta menghindari pembahasan yang 

menyimpang dari judul dan perumusan skripsi.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Pembahasan masalah dalam skripsi ini dilakukan dengan menggunakan 

metode Empiris secara Identifikasi yang ditunjang oleh data-data yang diperoleh 

dari bahan-bahan kepustakaan. Kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan 

teori-teori dan peraturan-peraturan yang ada pada bahan kepustakaan.

serta
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2. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan daftar 

pertanyaan sebagai pedoman.

b. Data Sekunder diperoleh dengan menggunakan bahan-bahan hukum, yang

terdiri dari :

1). Bahan Hukum Primer

Yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah

skripsi ini, seperti Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor. 3 Tahun 1992 Tentang

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan Peraturan Menteri

Tenaga Kerja R.l No. 04 Tahun 1993 tentang jaminan kecelakaan

kerja, dan lain-lain.

2). Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan 

hukum Primer, yang meliputi karya ilmiah seperti literatur-literatur 

mengenai pengupahan dan perlindungan kecelakaan keija, dokumen- 

dokumen seperti laporan penelitian, dan lain-lain.
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3). Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang 

meliputi jumal hukum, kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan

lain-lain.

3. Teknik Penentuan Sampling

Teknik sampling merupakan prosedur yang digunakan untuk dapat

mengumpulkan karakteristik dari sesuatu populasi yaitu pada perusahaan di

kota palembang. Metode pengambilan sampling dilakukan dengan cara

purposive sampling yaitu sample yang dipilih berdasarkan pertimbangan

subjektif dari penelitian, dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden

yang dianggap dapat mewakili populasi. Responden yang diteliti adalah 

responden yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, adapun 

responden yang dimintai keterangan adalah :

a. Pejabat PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) cabang Palembang

b. Pejabat PT. Jamsostek (Persero) cabang Palembang

c. Kepala Dinas Tenaga Kerja kota Palembang
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4. Analisis Data

Bahan hukum dan informasi sebagai bahan penunjang yang telah diperoleh 

dan dikumpulkan dianalisis menggunakan metode kualitatif secara deskriptif 

dalam arti diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata 

untuk menarik kesimpulan dalam menggambarkan jawaban permasalahan.

5.Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Kota Palembang dimana yang

menjadi objek penelitian :

a. PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang.

b. PT. Jamsostek (Persero) Cabang Palembang.

c. Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.
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